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ABSTRAK 

Executive review adalah salah satu jenis pengujian peraturan perundang-

undangan selain legislative review dan judicial review. Dinamakan executive 

review karena pengujian peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan oleh 

lembaga yang termasuk ke dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Di Indonesia, 

bentuk pengujian peraturan perundang-undangan berupa executive review tersebut 

dapat ditemukan dalam praktik pengujian Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat 

dan wakil pemerintah pusat di daerah. Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah Pusat dan wakil pemerintah pusat di daerah untuk membatalkan 

Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Namun, kewenangan a quo telah 

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini berupa Pertama, kewenangan executive review 

ditinjau dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

negara kesatuan. Kedua, perkembangan kewenangan executive review di 

Indonesia dari awal kemerdekaan sampai pada masa berlakunya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

metode pendekatan yuridis-normatif atau suatu pendekatan penelitian kepustakaan 

yang bersumber pada data sekunder. Metode pendekatan yang demikian ini 

meneliti objek penelitian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada. Selain itu, 

dikaitkan pula antara objek yang diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan executive review yang 

dimiliki Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah adalah sesuatu yang logis 

jika ditinjau dari perspektif bentuk negara kesatuan. Hal ini dikarenakan 

kedudukan Pemerintahan Daerah yang merupakan subordinasi terhadap 

Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat oleh karenanya berwenang untuk melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Termasuk sebagai 

objek pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut adalah 

pembentukan produk hukum daerah, atau secara khusus dalam hal ini adalah 

pembentukan Peraturan Daerah. Di Indonesia sendiri, kewenangan executive 

review berupa pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat tersebut dapat 

dijumpai sejak awal kemerdekaan Indonesia sampai dengan masa berlakunya 

undang-undang tentang pemerintahan daerah yang terakhir yakni Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Disampaikan juga saran 

guna perkembangan pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia berikut dengan 

pengujian Peraturan Daerah di Indonesia. 
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